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TEMANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL{NJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

SALINAN

1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan

Sumatera Utara (Lem'baran Negara Tahrrn 1956 Notnor 6'[, Tarnbahan

Iltenimbang

IlIengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA'

bahwa dalam raagka melal<sarrakan k€tentuatr Pasal 6 Peraturan Da€rah Nomor Tahun 2015 tent€ng
perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Aflggaran 2015, perlu

ditetapkan Peratural Gubemur Sumatera Utara tentang Penjabaral Perubatran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan

APBD Taiun Anssaran 20 15i

1. Undang-Undang ltromor 24 Tahun
Peraturan Pembentukari ProPinsi
Lemb'aran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang l(euangan Negara (Lemba"ran Negara

Tahun 200:l Nomc,r 47 ,l'ambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor a286\;
Republik Inclonesia

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (L€mbarar Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4.

5.

6,

7.

B.

undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dall Tanggungiawab Keuangan

ttegara ltembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan t€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran

negara Republit Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

44211;
undalg-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 128, Tambahan L,embann

Negara Republik Indonesia Nomor 44381;
Unilang-Undaag Nornor 28 Tahgn 2oo9 tentang Pajak Daerah da' Retribusi Daerah (L€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 130, Tambahan i.€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (t€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2O14 t€ntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
peraturar pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daeral darr Wakil lGpala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 210, Tambahan Ifmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (L€mbafan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimara telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Pembahan Ketiga AtaS Peratural

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinaa dan Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daera.h (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang PengeloLaan Keualgan Badan Layalan Umum

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan L€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340):
12. peiaturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentartg Dana Perimbangan (lembaran Nega-ra Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembara-t! Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9.

io.



13. Peraturan Pemerintab Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Taltun 2O1O tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangal Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11O, Tambahan kmbara-rt Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20OS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara,a-n
Pemerinta-h Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peliaporan Keuangan dan Kine{a lnsttnsi Pemerintah
(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahal l€mbarajl Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembatan Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanas:r Rencana Pembangunan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomo! 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (l€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972tt

20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelalsanaan T\rgas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (L€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O 11 Nomor 44, Tambahan I€mbamn Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20lO tentang Standar Akuntensi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahrun 2Ol2 tentarg Hibah Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
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23. Peraturan Presiden Repubtk Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimara telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2Ol5 tentang

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belania Neeara Tahun Anssaran 20 15:

25. Peratr:ran Menteri Datam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2O06 tent$rg Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimala telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman PengeloLaar Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam N€geri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosiat dari Yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentqng Perubahan Atas Peraturan
Menteri Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia-l dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Bantuan Operasional Sekolah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahur 2013 tentang Penerapal Standar Akuntansi Perrerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daeral;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penrusunan Anggaran Pendapat€n
dan Belaqja Daerah Tahun Anggaran 2O15;

30. Peraturan Da€rah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dffr Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekr€tariat
Dewan Perwakilal Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (I€mbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahr.m
2008 Nomor 7, Tambahan l,cmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7)i

31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentarg Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Utara (L€mbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20O8 Nomor 8, Tambahan Lembaral
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

32. Peratua.n Daerah Nomor 9 Tahr:n 2OO8 tentalg Organisasi dan Tata K€rja L€mbaga Teknis Daerah Provinsi
Sumatera Utara (L€mbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaral
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Organisasi dan Tata Kcrja kmb"ga lain Provinsi Surnatera
Utala (I,€mbaren Daerah Provinsi Sumatera Utaxa Tahun 20O9 Nomor 6, Tambahan L€mbaran Daera} Provinsi
Sumatera Utara Nomor 17li

34. P€raturan Daerah Nomor I Tahun 2010 t€ntang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangal Daerah Provinsi
Surnatera Utara (l€mbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daeral Provinsi Srrmatera Utara Nomor 1);



peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tenta-ng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 (Irmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 1O);

peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belarlja Daerah
provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 [t€mbaran Daera]r Provinsi Sumatera Talun 2015

Nomor 6 );
37. peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah

provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daeral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O15 Nomor

11);

MEMUTUSKAN:

: PERITTURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

35.

36.

Ivlenetapkan

Pasal 1

perubahal Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaraa 2O15, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. fiemula.
b. Ilertambahl(trerkuremg)

.lumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja
a. fiemula
b. Ilertambah/(berkurerng)

Jumlah Belanja setelah perubahetn

Rp. 8.674.897.294.100,00

Rp. 8.679 .94^2.294 .100,00
Rp. L237.OCt1.853.985,0o)

---Bg- 
8.44'2.s4o''!40 JfqPq-

Rp. 9.370.:374.916,00

3. Pembiayaan
a. Penerinraan

l.) Semula
2) Bertambah I $erkurang)

Jumlah PenerimeLan setelah perrrbahan

b. Pengeluaran
1.) Semula
!l) Bertambah I fterkurang)

Jumlah Pe:ngeluaran setelah perubahan
Jurn lah Pe:mbiayeian Ne'Lto setelah perubah:a"n

Sisa lebih pembietyaan anggaran setelah perubahem

_Rp. J222.52'6.478.469,OpL

Rp. 5. 105.O00.000,00
np. .__s393-.eo5.Z?9,00_

Rp. 14.8\)7.905.723

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp. 24.268.280.639,00

(q 37O.:37 4.916,00)



Llraian Lebih
sebagaimana
Clubernur ini,

1. LamLpiran

2. Lampiran
3. LamLpiran

Pasal 2

lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dal Belalja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiral yang merupakan bagial yang tidak terpisahkan dari Peraturan
terdiri dari :

: Ringkas€m Perubahan APBD Berdetsarkan Rincian Objek Pendapatern, Belanja diLn Pembiayaan;

: Penjabaran Perubahan APBD;

: Daftar Penerima Hibah dan Besaran Bantuan

Pasal 3

x

TI

TII

Fneraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A,gar setiap orang rnengetrahuinya, melmerintahkan penguLndangan

Fnrovinsi Sumettera Utara.

Sialinan f}esuai Dengan AslinYa,
KEI'ALA BIRO HUK:UM,

,Fembina (IVla)
NIP.19690421 1990 2003

Diundangkan di Meclan

F,ada tanggal 22 Desember 2015

SEKRE'TARIS DAEzu\H PROVINSI,

ttd

FTASBAN RITCINGA

EBERITA DAERAH PROVINS|I SUMATERA

Peraturan Gubernur ini delgan p'enempatannlga daiam Berita Dgerah

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Desember 2015

Plt. OUBE)RNUR SUMATERA UTARIT
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGKU ERRY NURADI
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